LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 11 TAHUN : 1985 SERI : D NO. 11

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RALI
NOMOR 13 TAHUN 1984

TENTANG
PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALL

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah-
an Desa/Pemerintahan Kelurahan secara berdaya gunz dan berhasl
guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan Pembanpunan
Nasional, maka sebagai pelaksanaan pasal 34 Undang.undang Nomor 5
Tahun 1979 fentang pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk me-
netapkan Peraturan Daerah Propinsl Daerah Tingkat I Bali tenlang
penpawasin alas jalannyva penyelenggaraan Pemerintahan DesafPeme-
rintaban Kelurahan,

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dae.
rah-Daerah Tingkal I Bali, Nusa Tenpggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Itepublik Indonesia Tahun 1858 Nomor
115; Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
1649 ;

2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Fokok Peme-
rintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 3%; Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Momor 3037 ;
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)

.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 teatang Pemerintahan Dosa
iLembaran Negara Republik Indonesia labun 1979 Nomor &6;
Tambabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31539 ;

. Peraturan Meotes Dalam Negeri Nomor & Tahun 1975 tentang cara

Penpawasan Umum alas jalannya pemerintshan dan Pelaksanaan
tupis Departemen Dalam Negeri ;

Perturan Menterd Dalam Negert Nommor 6 Tabun 1983 tentang

Pengawasan atas jalannva Penvelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Pemerintaban Kelurablian ¢

Feraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Bali Nomor 10 Tahun
1981 fenlang Keputusan Dess {Lembaran Daerab Proping Bali
Tahun 1982 Nomor 21),

Hengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daevah Propinsl Dacrab Tingkat 1 Bali,

Mene tapkan
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MEMUTUSKAN:

RATURAN DAERAH PROPINSI DAERAII TINGKAT 1 BALI

TENTANG PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARA-
AN PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTANAN KELURAHAN

BAR
RETENTU AN UMUAL

Pasal 1

Diatam Peratiran Dacrab ind yang dimaksud denpan :

d,

.

Besa adalub sustu wilayah vang dilempati oleh sejumlah penduduk
sebagal kesatuan masvarnkat fermasuk di dalamaya kesatuao ma.
syarakal hukum yvang mempunyai organisasi pemerintaban terendah
langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah
tangganys sendin dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indone.
A

Belurahan adalah siatu wilayah vang ditempati oleh sejumlah pen-
duduk vang mempunyal crginisasi pomerindaban terendah langsung
di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggamkan rumah tang
Eanya sondivi ;

. Beputusan Desa adalah semus Kepulusan-keputusan yang telah di-

tetaphan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarabkan) dimu fakat
kan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah men dapad penge.
sahan dand Bupati/\Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I ;

Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan
pelaksanaan dari Keputusan Desa dan Kebijaksanaan Kepala Desa
vang menyanglul pemerintahan dan pembangunan di Desa sepan.
fung tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peratur.
an perundang-undanpgan yvang berlaku ;



e. Beputusin Kepala Kelurahan adalah semua Kepulusn yong me-
rupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannys dan
Kebijaksanaan Kepala Kelumhan yang menvanghut pemerintaban
dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak berfeniangan di-
ngan kepentingan umim matipun peratumn perundang-undangan
vang berlaku |

f, Penpawasan umom adalah saatu jenis pengawasan Yang dilakmkan
aleh Pemerintah terhadap sepala kegiatan pemerintahan ontul me.
ngawasi penyelenggaraan Pemerfnlalion dan pemhangimn  dengen
baik :

g, Penmiwasan Prepentip adalab suatu jenis pengawasan vang menen-
tukan bahwa suatu kebijaksanaan tertentu baru dapat dilaksanalimn
setelah mendapathan pengesahan dari pejabal vang berwenang |

f. Pengawasan Represip adalah suatu jenis pengawasan yang heripa
penangguhan atau pembatalan terhadap suaty kebijaksanaan yang
bertentangan denpan kepentingan umum dan peralumn perindang
udangan yang lehih finggi fingkatannya.

BAR 11
JENIS PENGAWASAN
Pasal 2
Jenis pengawasan atas jalannya penvelenggaraan Pemerintahan Dhesa)
Pemerintahan Kelurhan teedivi dari

a, Pengawasan L,
h. Pengawasan Prepentip,
¢, Pengawasan Represip,

BABL 111
PENGAWASAN UMUM
Pasal 4

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepal
Dacrah Tingkat I, Wali Kota dan Camat sebagai wakil Pernerintal
di daerah yang hersanghutan adabah para Pejabal yang metakulan
pengawasan umum atas jalapnya  penyelenggaan Pemerintabian
Desa| Pemerintahan Kelurahan,

Pazal 4

Para Pejabat sehagai dimaksud pasal 3 atau pejabat yang ditunjuk oleh.
nya mengadakan penyelidikan dan pemeriksnan tentang segnls hal me-
ngenal kegiatan pemerin tahan Desa/pemerinlahan Kelurahan,

Pasal &

1) Untuk kepentingan pengawasan umum, pemerintal Desa/pome-
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(2)

(1)

(2)

1]

(2)

rintah Kelumhan wajib memberikan kelerangan vang yang di-
minta oleh para pejabal sebhagai dimaksud pasal 3 atan pejabal
yvang ditunjuk olehnya.

Terhadap penolakan ontuk memberikan  keterangan  schagai
dimaksud ayat {1) Bupat Walikotamadya Kepala Dacrah Tinghkal
I, atau Gubernor Kepala Daerah Tingkal T dapat mengambil tin.
dakan vanp dianggap perlu,

BAB IV
PENGAWASAN PREPENTIP
Pasal 6
Kepubusin Desa mongenai bal-hal tertentu baru berlaku sesudah

ada pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Ting
kat II,

Apabila Keputusan Desa sebagai dimaksud avat (1) dalam waktu
30 hari sejak diterima oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerab
Tingkat 11 belum mendapatkan pengesahan, maka Keputusan
Desa tersebut dinvatakan berlaku.

BAE ¥V
PENGAWASAN REPRESIP

Pasal 7

Keputusan Dess, Kepulusn Kepala Desa) Kepala Kelurahan yang
bertentangan denpan kepentingan umum, dan atau  peraluran
perundang-undangan yang lebih tinggl tingkatannya dapat ditang
pultkan berlakunya alau dibatalkan oleh Bupati/Walikolamadya
Kepala Daerah Tingkat I yvang hersanghkutan,

Apabils Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11 tidak
mengrunakan haknya unluk menangguhkan atan membatathan
keputusan Desa, Keputusm Kepala Desa/Kepala Kelurmahan se.
bagai dimaksud ayat (1), maka penangguhan dan atau pembalal-
annyva dapal dilakukan olebh Gubernur Kepala Daerah Tingkal |
Bali.

Pisal 8

Pembatalan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desal Kepala Kelurahan
sebagai dippaksud pasal 7 mengakibatkan batalnya semua akibat hukum
dard Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dimak-
sid sepanjang masih dapat dibatalkan,

Fasal 49

Keputusan penangguhan atau pembatalan sebagai dimaksud pasal 7 di
sertal alasan-alasannya diberitahukan kepada Pemerintah Desa/Pemerin-



tah Kelurahan yang bersangkutan melalui Camat dalam jangka waktu
30 hari sesudah tanggal keputusan penangguhan atau pembatalan dite-
tapkan. !

Pasal 10

{1} Lamanya penangguhan Keputusn Desa, Keputusan Kepala Desa
atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pasal 7 dan
pasal 9 tidak boleh melebihi jangka wakiu 2 (dua) bulan sejak
spat penan pguhannya.

(2) Apabila dalam jangha waktu 2 (dua) bulan sejak saat penangguh-
an tidak disusu! dengan Kepuiusan pembatalannya, maka Kepu-
tusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusn Kepala Kelu-
rahan yang ditangguhkan memperoleh kembali kekuatan berdalku.
nya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya peraluran Daerah ini, maka semua ketentuan yang
mengatur mengenai pengawasan zlas jalannya penyelenggaraan Peme
rintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain
yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku,

Pasal 12
Hal-hal vang belum diatur dalam pelaksanaan peraturan Daerah ini akan
diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali,

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali

Denpasar, 24 Juli 1984,
DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAN

TINGKAT I BALI TINGHKAT [ BALIL,
KETUA,
tid,
ttd,
1 GUSTI PUTU RAKA, SH MANTRA.

Ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomer : 140.61-076 tanggal : 22 Januari 1985,
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
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Propinst Daerah Tingkat 1 Bali

MNomor ; 11  tanggal : 11 Pebruari Tahun 1985
Seri : D MNomor : 11

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat 1 Bali,
ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTL
NIP. 010023939,
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 13 TAHUN 1984

TENTANG

PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN

UMUM

Untuk meningkatkan terhadap penyelenggaraan Pemeriniahan DesafPemerintah-
an/Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna kiranya dengan berlandaskan
kepada pasal 34 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 perlu ditetapkan Peratur-
an Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Bali mengenai pengawasan atas jalannya pe-
nyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan, sesual dengan yang
diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturannya Nomor /1983, dan
demikian pula dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 1975 tentang Cara Pengawasn Umum Atas Jalannya Pemerinlahan dan
Pelaksanaan Tugas Depertemen Dalam Negeri,

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas,

Pasal 2 Culup jelas.

Pazal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal § Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)
Yang dimaksud “'dengan hal-hal tertentu™ di sini adalah "hal-hal yang ber-
sifat menpatur, menyangkut kepentingan masyarakat Desa dan menimbul-
kan beban bagi keuangan Desa’.

Pasal 6 ayat {2) Cukup jelas.
Pasal T Cukup jelas.
Pasal B Cukup jelas
Pasal 9 Cubup jelas.
Pasal- 10 Cukup jelas,
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas,
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